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ABSTRACT 

 

The Cross-Sector Land Registration Program is one of the Indonesian 

Government's initiatives to improve legal certainty over land rights for specific 

community groups through collaborative governance. This study aims to analyze 

the strategic value of collaboration in implementing the Cross-Sector Land 

Registration Program for salt farmers in Mangunlegi Village, Batangan District, 

Pati Regency. The research employed a qualitative descriptive approach. Data were 

collected through in-depth interviews, observation, and document analysis 

involving the Pati Land Office, the Pati Marine and Fisheries Service, Mangunlegi 

Village Government, and salt farmers participating in the program. Data were 

analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing based on 

Ansell and Gash's Collaborative Governance framework. 

The findings reveal that collaboration was established through intensive 

communication, integration of prospective participant and location data, clear 

division of institutional responsibilities, and joint assistance throughout program 

implementation. The collaboration generated four strategic values: strengthening 

institutional coordination, improving the effectiveness of land administration 

services, enhancing legal certainty of land ownership, and supporting the economic 

empowerment of salt farmers through asset legalization. The study concludes that 

the success of the Cross Sector Land Registration Program should not only be 

measured by the number of land certificates issued but also by its ability to generate 

sustainable institutional, social, and economic benefits. 

Keywords: Collaborative Governance; Strategic Value; Cross-Sector Land 

Registration;SaltFarmer.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai strategis bagi 

kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai ruang hidup, sumber 

penghidupan, serta aset ekonomi yang bernilai tinggi (Kurnia dkk., 2022). 

Dalam sistem hukum agraria di Indonesia, negara memiliki kewajiban untuk 

menjamin kepastian hukum terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah 

oleh masyarakat. Menurut Yuyun dkk. (2025), pendaftaran tanah merupakan 

instrumen penting dalam sistem hukum agraria karena menghasilkan 

sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah serta memberikan jaminan 

kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Status hukum atas tanah 

yang jelas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan 

ekonomi masyarakat. Bagi pelaku usaha, tanah tidak hanya digunakan 

sebagai tempat tinggal, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana utama 

untuk menjalankan proses produksi dan mengembangkan usaha. Dengan 

adanya kepastian status hukum atas tanah, masyarakat dapat memanfaatkan 

lahannya secara lebih aman dan memperoleh peluang yang lebih besar 

untuk mengembangkan kegiatan ekonominya (Sudiro, 2020). 

Namun demikian, pelaksanaan pendaftaran tanah tidak selalu dapat 

dilakukan secara optimal pada setiap sektor karena karakteristik objek tanah 

dan masyarakat yang dilayani berbeda-beda. Perbedaan karakteristik 

tersebut menyebabkan setiap sektor memiliki kebutuhan, permasalahan, dan 
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mekanisme pelaksanaan yang tidak sama sehingga memerlukan pendekatan 

yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, 

penyelenggaraan pendaftaran tanah pada sektor tertentu memerlukan 

dukungan serta koordinasi dari berbagai instansi sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif. 

 

 

Salah satu sektor yang memerlukan koordinasi lintas instansi dalam 

pelaksanaan pendaftaran tanah adalah sektor pergaraman di wilayah pesisir. 

Di wilayah ini, usaha garam merupakan mata pencaharian utama bagi 

sebagian masyarakat sekaligus menjadi penopang kegiatan ekonomi lokal. 

Meskipun demikian, masih terdapat petani garam yang belum memiliki 

kepastian hukum atas lahan yang digunakan untuk berproduksi sehingga 

memengaruhi kemudahan mereka dalam memperoleh akses pembiayaan 

maupun mengembangkan usahanya. Enjelo (2023) menyatakan bahwa kerja 

sama antarinstansi dapat mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah bagi 

petani garam. Melalui kerja sama tersebut, setiap instansi dapat 

menjalankan tugas sesuai kewenangannya sehingga petani garam lebih 

mudah memperoleh sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. 

Kepastian hukum ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha 

yang mereka jalankan. 

Sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas tanah, pemerintah 

menyelenggarakan pendaftaran tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok 

Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaannya, Program 

Pendaftaran Tanah Lintas Sektor melibatkan Kantor Pertanahan, Dinas 

Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah desa melalui koordinasi dan 

pembagian peran sesuai kewenangan masing-masing. Kolaborasi tersebut 

bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah bagi petani garam 

sekaligus mendukung pemberdayaan UMKM petani garam (Rahmaningsih, 

2024). Menurut Hasriyanti dkk. (2024), sebagian besar petani garam di 



ix 

 

 

wilayah pesisir masih berada pada skala usaha kecil sehingga memerlukan 

dukungan kebijakan pemerintah yang terpadu. 

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor diwujudkan 

melalui kolaborasi antara Kantor Pertanahan sebagai instansi yang memiliki 

kewenangan di bidang administrasi pertanahan dengan Dinas Kelautan dan 

Perikanan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor kelautan 

dan pemberdayaan petani garam. Prasetyo dkk. (2022), menjelaskan bahwa 

pengelolaan sumber daya agraria dan wilayah pesisir memerlukan kerja 

sama antarinstansi. Kolaborasi tersebut memungkinkan penyelarasan data, 

pembagian tugas sesuai kewenangan, serta peningkatan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. Dalam Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor, 

koordinasi antarlembaga mendukung petani garam dalam memperoleh 

kepastian hukum atas lahan tambaknya sekaligus memperkuat 

pengembangan usaha yang dijalankan. Dengan demikian, keberhasilan 

pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan administrasi 

pertanahan, tetapi juga oleh efektivitas kolaborasi antarinstansi dalam 

mencapai tujuan bersama. 

Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor merupakan salah satu 

program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan kementerian, 

lembaga, maupun pemerintah daerah untuk mempercepat pendaftaran tanah 

bagi kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 

7/Juknis-HR.01/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 

Pendaftaran Tanah Lintas Sektor, program ini ditujukan kepada masyarakat 

yang belum memiliki sertipikat tanah dan belum memiliki akses permodalan 

sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. 

Meskipun Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor telah menjadi 

salah satu program strategis pemerintah dalam mempercepat legalisasi aset 

masyarakat melalui sinergi antarinstansi, kajian ilmiah yang secara khusus 

membahas proses kolaborasi antara Kantor Pertanahan dengan perangkat 
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daerah teknis, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, masih relatif 

terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji 

implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 

efektivitas pelayanan pertanahan, maupun aspek administrasi pertanahan 

secara umum. Penelitian yang mengulas bagaimana kolaborasi lintas sektor 

dibangun dalam Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi petani 

garam, serta bagaimana kolaborasi tersebut menghasilkan nilai strategis 

bagi masyarakat dan organisasi pelaksana, masih belum banyak ditemukan. 

Selain itu, penggunaan teori Collaborative Governance dari Ansell dan 

Gash (2008) sebagai kerangka analisis dalam penelitian pertanahan juga 

masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk 

mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bentuk kolaborasi serta 

nilai strategis yang dihasilkan dari kerja sama antara Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam 

pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi UMKM petani 

garam. 

Kabupaten Pati dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki 

potensi pergaraman yang besar dan menjadi salah satu sentra produksi 

garam di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Pati, pada tahun 2024 terdapat 3.813 petambak garam aktif yang 

mengelola lahan seluas 2.901,62 hektare dengan produksi mencapai 

324.036,10 ton garam. Sebagian besar produksi tersebut berasal dari 

Kecamatan Batangan, termasuk Desa Mangunlegi yang merupakan salah 

satu sentra produksi garam di Kabupaten Pati. Mayoritas masyarakat Desa 

Mangunlegi bekerja sebagai petani garam sehingga desa ini ditetapkan 

sebagai lokasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor. 

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, pada tahun 

2025 program tersebut mencakup 30 bidang tanah yang menjadi objek 

pendaftaran. Sebelum pelaksanaan program, masih terdapat tanah petani 

garam yang belum bersertipikat meskipun kepemilikannya telah diketahui 

melalui data administrasi desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
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Kepala Desa Mangunlegi, tanah yang diikutsertakan dalam Program 

Pendaftaran Tanah Lintas Sektor merupakan tanah yang tidak bersengketa 

serta memiliki kejelasan kepemilikan berdasarkan Letter C desa sehingga 

memenuhi persyaratan untuk didaftarkan. Selain itu, pemerintah desa 

bersama instansi terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar batas 

bidang tanah telah diketahui sebelum proses pengukuran dilaksanakan. 

Karakteristik Desa Mangunlegi sebagai wilayah pesisir dengan 

mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani garam menjadikan 

kepastian hukum atas lahan tambak sebagai kebutuhan penting dalam 

mendukung keberlanjutan kegiatan usaha masyarakat. Potensi dan 

produktivitas usaha garam tidak akan berkembang secara optimal tanpa 

adanya legalitas atas lahan yang digunakan karena akses terhadap 

permodalan, inovasi teknologi, dan peluang pasar sangat dipengaruhi oleh 

kepastian hukum atas tanah (Kurniawan dkk. 2023). Oleh karena itu, 

pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor memerlukan 

kolaborasi antarlembaga agar proses pendaftaran tanah dapat disesuaikan 

dengan karakteristik pemanfaatan lahan pesisir serta kebutuhan petani 

garam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi faktor 

penting dalam mendukung keberhasilan program sekaligus pemberdayaan 

ekonomi masyarakat pesisir. 

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor melibatkan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Pati sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024, Badan Pertanahan 

Nasional menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan 

pada tingkat nasional, regional, dan sektoral. Di tingkat daerah, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pati berpedoman pada Peraturan Menteri 

ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan dan 

Pengaturan Pertanahan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan 

pertanahan, termasuk penerbitan sertipikat hak atas tanah. Sementara itu, 
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Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki pemahaman sektoral mengenai 

karakteristik usaha garam, data petani, pola pemanfaatan lahan pesisir, serta 

program pembinaan UMKM petani garam sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 3/PERMENKP/2019. Sinergi kedua instansi tersebut 

memungkinkan proses pendaftaran tanah berjalan lebih tepat sasaran, 

efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. 

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor di Desa 

Mangunlegi diawali dengan penyampaian usulan calon peserta oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati 

berdasarkan data petani garam yang telah dihimpun. Selanjutnya dilakukan 

verifikasi administrasi, penetapan calon peserta dan lokasi, penyuluhan 

kepada masyarakat, pemasangan tanda batas, pengumpulan data fisik dan 

data yuridis, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan data, hingga penerbitan 

sertipikat hak atas tanah. Tahapan tersebut telah sesuai dengan Petunjuk 

Teknis Nomor 7/Juknis-HR.01/XII/2022 yang mengatur bahwa 

pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor meliputi 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan sertipikat, dan pelaporan. 

Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antara Kantor 

Pertanahan, Dinas Kelautan dan Perikanan, pemerintah desa, dan 

masyarakat sesuai dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing 

sehingga proses pendaftaran tanah dapat berjalan secara transparan, 

akuntabel, dan tepat sasaran. 

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor tidak hanya 

memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi petani garam, 

tetapi juga mendukung pengembangan usaha yang mereka jalankan. 

Kepastian hukum tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi petani 

untuk memperoleh akses pembiayaan, meningkatkan investasi, serta 

mengembangkan usahanya. Selain itu, pelaksanaan program selama tahun 

2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan 
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pertanahan yang terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor sehingga 

mampu menjawab kebutuhan masyarakat pesisir secara lebih sistematis. 

Nilai strategis kolaborasi dalam penelitian ini tidak hanya tercermin 

dari keberhasilan penerbitan sertipikat hak atas tanah, tetapi juga dari 

manfaat yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Bagi petani 

garam, kolaborasi tersebut memberikan kepastian hukum atas lahan yang 

dimanfaatkan untuk kegiatan usaha sehingga membuka peluang yang lebih 

besar dalam memperoleh akses pembiayaan, investasi, dan pengembangan 

usaha. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Pati, kolaborasi menjadi sarana untuk memperkuat 

koordinasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, bagi pemerintah 

daerah, kolaborasi mendukung penguatan tata kelola pertanahan dan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian tersebut, keberhasilan Program Pendaftaran 

Tanah Lintas Sektor tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan administrasi 

pertanahan, tetapi juga oleh kualitas kolaborasi antara Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam 

setiap tahapan pelaksanaan program. Kolaborasi tersebut diharapkan 

mampu menghasilkan nilai strategis berupa peningkatan kepastian hukum 

hak atas tanah bagi petani garam, penguatan koordinasi antarinstansi, 

peningkatan kualitas pelayanan publik, serta serta membuka peluang 

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisis kolaborasi antara Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam 

pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi UMKM petani 

garam di Desa Mangunlegi, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dengan 

menggunakan perspektif Collaborative Governance dari Ansell dan Gash 

(2008). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, terdapat 2 (dua) rumusan masalah 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini. 

 

1. Bagaimana bentuk kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati 

dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam pelaksanaan 

Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi UMKM petani garam di 

Desa Mangunlegi, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati yang 

dilaksanakan berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Calon Peserta 

dan Calon Lokasi? 

 

2. Bagaimana nilai strategis kolaborasi tersebut dalam mendukung 

pendaftaran tanah dan penguatan UMKM petani garam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis bentuk kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. 

2. Menganalisis nilai strategis kolaborasi lintas sektor dalam proses 

pendaftaran tanah bagi UMKM petani garam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat yang dapat dilihat dari sisi 

akademis maupun praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan kajian administrasi pertanahan, khususnya 

mengenai penerapan Collaborative Governance pada Program 

Pendaftaran Tanah Lintas Sektor. Kajian ini juga diharapkan 

memperluas pembahasan mengenai kolaborasi lintas sektor antara 

Kantor Pertanahan dan perangkat daerah dalam pelaksanaan program 

tersebut. Selain itu, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai 

referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pendaftaran tanah, 
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kolaborasi antarlembaga, maupun pemberdayaan UMKM melalui 

legalisasi aset pada sektor kelautan dan perikanan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pati 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam 

pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor, terutama 

pada aspek koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Selain itu, hasil 

penelitian dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan agar pelaksanaannya 

semakin efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan kebutuhan 

masyarakat. 

b. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati 

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran Dinas 

Kelautan dan Perikanan dalam mendukung legalisasi aset petani 

garam melalui kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pati. Temuan yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam 

mendukung pemberdayaan petani garam. 

c. Bagi UMKM Petani Garam 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya 

kepastian hukum atas tanah bagi petani garam. Kepemilikan 

sertipikat diharapkan dapat mendukung keberlangsungan usaha, 

memperluas peluang memperoleh pembiayaan, serta memudahkan 

akses terhadap berbagai program pemberdayaan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah. 

. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kolaborasi antara Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pati dengan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Pati dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lintas 

Sektor bagi UMKM Petani Garam di Desa Mangunlegi Kecamatan 

Batangan Kabupaten Pati, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Pati dalam pelaksanaan Program Pendaftaran 

Tanah Lintas Sektor dilaksanakan berdasarkan Surat Permohonan 

Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi Program Pendaftaran Tanah 

Lintas Sektor Tahun 2025 yang diajukan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Pati kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati 

sebagai dasar pelaksanaan program yang dilaksanakan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pati. Berdasarkan landasan tersebut, kedua instansi 

melaksanakan kolaborasi melalui pembagian peran sesuai kewenangan 

masing-masing, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendataan 

dan pengusulan calon peserta serta pendampingan kepada petani garam, 

sedangkan Kantor Pertanahan melaksanakan seluruh tahapan administrasi 

pertanahan mulai dari penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, 

pengukuran bidang tanah, hingga penerbitan sertipikat hak atas tanah. 
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2. Kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Pati memberikan dampak bagi masyarakat, 

terutama petani garam di Desa Mangunlegi. Penerbitan sertipikat hak atas 

tanah memberikan kepastian hukum atas lahan yang dikelola, yang 

kemudian berdampak pada rasa aman dalam menjalankan usaha serta 

peluang untuk mengakses pembiayaan dan mengembangkan usaha garam. 

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, kolaborasi meningkatkan 

efektivitas penyelenggaraan administrasi pertanahan melalui dukungan 

data dan pendampingan lapangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Bagi 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, kolaborasi memperkuat 

pelaksanaan program pemberdayaan petani garam melalui legalisasi aset 

produktif masyarakat. Sementara itu, bagi pemerintah daerah, kolaborasi 

menjadi bentuk sinergi antarinstansi yang mampu meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, memperkuat tata kelola pertanahan, serta mendukung 

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. 

Keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor sangat 

dipengaruhi oleh kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Hal ini terlihat dari adanya 

komunikasi yang berkelanjutan, pembagian peran sesuai kewenangan, 

komitmen bersama, serta koordinasi yang terjalin antarinstansi. Dengan 

adanya kolaborasi tersebut, tujuan program dalam memberikan kepastian 

hukum atas tanah bagi petani garam dapat tercapai, sekaligus memberikan 

manfaat bagi masyarakat, instansi pelaksana, dan pemerintah daerah. 
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B. Saran 

Peneliti memberikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian sebagai 

berikut. 

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pati 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati perlu terus memperkuat koordinasi 

dengan perangkat daerah yang menjadi mitra dalam Program Pendaftaran 

Tanah Lintas Sektor. Selain itu, peningkatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai pentingnya legalisasi aset dan kelengkapan 

dokumen administrasi sebelum pelaksanaan program juga diperlukan 

agar proses pendaftaran tanah dapat berjalan lebih efektif. 

2. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati diharapkan terus 

meningkatkan pendampingan kepada petani garam, khususnya dalam 

pendataan calon peserta dan sosialisasi program, sehingga lebih banyak 

pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan program pendaftaran tanah. 

3. Bagi Pemerintah Desa Mangunlegi 

Pemerintah desa diharapkan berperan lebih aktif dalam membantu 

masyarakat menyiapkan dokumen administrasi pertanahan, melakukan 

pendataan bidang tanah, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan 

batas bidang tanah sebelum pelaksanaan pengukuran sehingga potensi 

hambatan di lapangan dapat diminimalkan. 

4. Bagi Masyarakat (Petani Garam) 
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Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya 

pendaftaran tanah dan menjaga kelengkapan dokumen kepemilikan 

tanah. Selain itu, masyarakat perlu memastikan batas bidang tanah telah 

disepakati bersama pemilik tanah yang berbatasan untuk menghindari 

sengketa dan memperlancar proses pengukuran. 

 

 

 

 

5. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Kajian mengenai Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor masih dapat 

dikembangkan pada wilayah lain atau pada kelompok masyarakat dan 

komoditas yang berbeda, seperti petani, nelayan, maupun pelaku 

UMKM. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan 

kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk melihat 

efektivitas kolaborasi antarinstansi secara lebih mendalam. 
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